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ABSTRAK

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
hak Keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tebo;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 54 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten
Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3039) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3969); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067).



CATATAN

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang hak keuangan dan administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo, yang
meliputi penghasilan (uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras,
tunjangan paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan alat
kelengkapan lain, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses), tunjangan
kesejahteraan (jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian,
pakaian dinas dan atribut, serta rumah negara dan kendaraan dinas jabatan atau
tunjangan perumahan dan transportasi), belanja rumah tangga Pimpinan DPRD,
uang jasa pengabdian, serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang mencakup
program, dana operasional Pimpinan DPRD, kelompok pakar atau tim ahli alat
kelengkapan DPRD, tenaga ahli fraksi, dan belanja sekretariat fraksi, beserta
ketentuan pelaksanaan dan pertanggungjawabannya.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Agustus 2017.

Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2008
Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun
2008 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah kabupaten Tebo
Tahun 2008 Nomor 12) sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan
administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tebo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2008
Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun
2008 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah kabupaten Tebo
Tahun 2008 Nomor 12) sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan
administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerabh.
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